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' I 

SUATU TINJAUAN TENT ANG TERTUNDANYA EKSEKUSI 
.PJDAN~ MAlT DIKAITKAN DENGAN HAM 

( StmH K?.\11J~ di p,.n~11dilan Negeri Lubuk Pakam Medao) . ~ 

ABSTRAK 

Oleh: 
SUHAR YETI 
04 840 0224 

Skripsi yang berjudul "Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana 
Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/Pid/2002)" membahas tentang faktor
faktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34 
PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat 
dalam sistem hukuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 
KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak · dihapuskan dari 
sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin 
meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan 
modemisasi. Maka hukuman mati iitu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap 
kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan 
Negara seperti narkotika, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan 
sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro 
dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk 
dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan 
Hak Asasi Manusi~ (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 
28A dan Pasal 281 yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan 
dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana. 

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan 
diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan 
eksekusi mati memakan waktu ± 8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya 
hukum pada tingkat Kasasi dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi 
UU Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memur_gkinkan dilakukannya grasi 
sebanyak dua kali sehingga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulur
ulur waktu pelak:.· . .., ' · · : Tamun terlepas dari semua itu, pidc- . - -~·-= -- - ··, 
tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai detterence effect dan shock 
teraphy terhadap pelaku kejahatan itu sendiri maupun masyarakat lain agar tidak 
melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai 
pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan 
;,.:;::~.:;:.::~-;:::; ~· ::::~ ~=-:-~~ ~::-:: T,.":"';~,,..,,, "''lti, karena menunggu tanpa kepastian sudah 
mcrupakan hukuman baginya. Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan 
benar-bi~nar berorientasi pada Hak Asasi Manusia. 
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SlfATll TlN.J..\.LIAN TENTANG TERTUNDAl~YA EKSEKUSI 
PtDANA MATI DIKAITKAN DENGAN HAM 

( Studi Ka~rns di Pcngadihin Ncgeri Lubuk Pakam Medan) 

ABSTRAK 

Olch: 
SUHARYETI 
0 ~1 840 0224 

Skrirsi yang bc1judul ''Sualu Tinj:1uan Tcntang Tcrtundanya Eksekusi Pidana 
M ati Dikaitkan Dcnga11 HAM (Kas us No. 34 PK/Pid/2002r' mcmbahas tentang faktor
faktor penycbab tertundanya cksekusi mati dengan mcnganalisis kasus No. 34 
PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat 
dalam sistem hukuman di lndon :·s ia scbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 
KlJHPid1ma. Banyak absan yang menycbabkan .Pidana Mati tidak dihapuskan dari 
sistem hukuma11 di Jndone:;ia. Salah satu pcnycbabnya hat ini bcrkaitan dcngan semakin 
mcningkatnya jumlah clan jcnis kcjahatan sekmang ini sebagai akibat globalisasi dan 
modcrnisasi. Maka hukurnan mati iitu rnasih sangat dibutuhkan terutama terhadap 
kejahatan-kejahatan yang mcnycbabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan 
·Negara seperti narkotika, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan 
sebagainya. Berbicara tcntang pic!ana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro 
dan kontra tcntang pidana mati itu scndiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk 
cl ipcrtahankan dalarn sistem hukurnan di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan 
Hak Asasi Manusia (I-JAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 
28A dan Pasal 281 yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan 
dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana. 

Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan 
cliucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan 
eksekusi mati mernakan wak.tu ± 8 talmn. Hal ini disebabkan karena proses upaya 
lmkum pada tingkat Kasasi clan PK yan g memakan waktu yang cukup lama, belum lagi 
UlJ Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memungkinkan dilakukannya grasi 
sebanyak dua kali sehingga ada indikasi Kuasa Hukum tcrdakwa berusaha mengulur
ul ur waktu pelaksanaan cksekusi. Namun terlepas dari scmua itu, pidana mati masih 
tetap diperlukan dalam sistcm hukuma11 di Indonesia sebagai detlerence effect dan shock 
raapliy lcrhadap pclaku kcjah;1lan itu scndiri maupun masyarakat lain agar tidak 
rnelakukan kejahatan yang SL~rupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai 
pelaksmiaan eksekusinya agar jang~m terlalu lama karena aka.n menyebabkan tekanan 
psikologis yang berat bagi Terpidana mati, karena mcmmggu tanpa kepastian sudah 
m Tupakan hukuman baginya. Oleh scbab itu hcndaknya hukuman mati yang dilakukan 
bcnar-bcnar berori entasi pada Hak Asasi Manusia. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Perbuatan pidana adalah perbuathn yang dilarang oleh suatu aturan hukum. 

Larangan tersebut discrtai ancaman (sanksi) yang bempa penjatuhan hukuman pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kata "pidana" disini dapat 

diartikan scbagai hukuman. I-lukurnan ini dimaksudkan adalah "penderitaan yang 

diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana" 1
• 

Jika kita mdihat scrangkaian peraturan-pcraturan, baik yang ada didalan1 

KUHPidana (Buku II dan Buku III KUHPidana) maupun peraturan-peraturan lain di 

luar KUl-lPidana maka di jumpai bennacam-macam perbuatan yang diancam dengan 

-
huk.uman scbagaimana yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHPidana, mulai dari 

he 1kuman yang ringan sampai pcn_jatuhan hukuman pidana yang terberat yaitu pidana 

mati kepada pebku tindak pidana. 

Dahm sejarah urnat manusia pidana mati bukanlah sesuatu yang baru. 

Hukuman ini bahkan sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Pidana mati 

adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga c;iancamkan kepada 

kejahatan-kejahatan yang amat berat saja. 

Pro dan kontra seputar masalah pidana mati ini menjadi wacana hukum 

pidana dan pcrdebatan para sa1ja11a dibcrbagai bdahan dunia. Mereka melakukan 

bcrbagai pcndekatan-pcndckalan mulai dari pendekatan historis sampai pada 

pcndekatan secara tcoritik. Dimana pidana mati adalah pengembangan teori absolute 

1 Djoko Prakoso, l 985 , St11di Te11ta11g Pendapat Efektifitas Pidana Mali Indonesia. Ghaklia 
l ndoncsia. 1-lalaman 13 
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2 

dalam ilmu hukum pidana. Teori ini menganjurkan tentang pentingnya efek jera ( 

del!erence l'.f(cct) dalam pcmid a.na~m. Dalam pcrkcmbangannya teori ini mengalami 

pernbahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan 

tetapi kep·tda rchabilitas tcrhacl<:Jp te1vidana yakni dengan mengembalikan terpidana 

seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Walaupun penerapan hukuman mati dalarn praktek sering menimbulkan perdebatan 

antara setuju dan tidak setuju, bagaimana pendapat yang tidak setuju pemberlakuan 

hukuman mati, namWl kenyataannya secara yuridis formal pidana mati itu memang 

dibenarkan, hal ini dapal di buktikan bcberapa pasal ada dalam KUHPidana dan 

diluar KUHPidana tetap mc11cantumkan adanya pidana mati. 

Mcngenal masalah penggunaan pidana mati di Indonesia masih 

diperhitungkan akan kcrnungkinan aclanya suatu kekhilafan, oleh karena itu dalam 

hukurn acara pidana ditcntukan , bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan 

pidana mati , sebelum pidana itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara diberikan 

kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi kepada terpidana mati. 

Dalam kurun waktu Tahun 1992-1997 lebih kurang 12 orang dijatuhi 

hukuman mati karena melakuka.n tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan 

kekerasan, narkotika dan subversi. 

Pada tahun 2003 masalah eksekusi mati menjadi pembicaraan yang ramai di 
masyarakat, sehubungan dengan pengumuman yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung 
selaku pihak yang dalam posisi eksekutor, dimana Presiden Megawati Soekamoputri 
menolak grasi yang diajukcrn sejumlah terpidana mati. Penolakan grasi terhadap 
keenam terpidana mati itu tcrtuang dalam Keppres No.20/G, 21/G, 22/G, dan Nomor 
24/G tahun 2003, yang ditru1da tangani Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 03 
f ebruari 2003 dan dikirim ke Kejaksaan Agung tanggal 04 Februari 2003, dari 
keenam terpidana mati tersebut, Cuma satu yang dhukum karena kasus narkotika dan 
obat-obatan berbahaya (narkoba) yakni Ayodhya Prassad Chaubey (65), warga India 
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yang tertangkap petugas di Bandara Polonia Medan tahun 1994 karena 
menyelundupkm1 12,29 kilogram Heroin. Sedangkan kelima terpidana lainnya adaiah 
terpidana mati kasus pembunuhan yakni : Suryadi Swabuana, alias Kumis alias Dodi 
bin Sukarno, Sumiarsih, Djais Adi Prayitno, Sugeng, dan Juri bin Abdullah. 

Dalam Keppres itu rnenyebutkan, pertimbangan presiden menolak grasi 
adalah karena tidak ada cukup alasan untuk memberi grasi. Dengan penolakan itu 
mereka otomatis akan scgera menjalani hukurnan ma.ti2

. 

Namun sebelum eksekusi hukurnan mati dilaksanakan, terpidana sudah 

ditahan bertahun-tahun dipenjara menjalani serangkaian proses-proses hukum yang 

seakan tiada hentinya. Seperti halnya Ayoclhya yang masih menunggu kapan akan 

dilaksanakan eksekusi mati itu terhadap dirinya. Permasalahan inilah yang hendak 

penulis kaji, berkaitan dengan scbab tertundanya pelaksanaan eksekusi mati. 

Berangkat dari hal tersehut, penulis berharap bahwa dari penelitian ini d.apat 

dipergunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap hukuman mati. Karena dengan 

adanya ancaman hukuman mati baik di dalam KUHPidana harus dilaksanakanjangan 

sccara dejure diakui adanya hukuman mati namun sccara de.facto hukuman mati itu 

tak kunjung dilaksanakan. Masalah tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena 

penundaan eksekusi tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana clan 

hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam konvenan intemasional 

tentang hak-·hak sipil dan politik bahwa setiap orang yang dicabut kebebasannya 

harus diperlakukan sesuai dengan kemanusiaan. Namun masalah pidana mati dan 

hak-hak terpidana menunggu eksekusi lcr~~ebut dilaksanakan masih belum mendapat 

µ~rhatian yang rnenyduruh olch pihak-pihak yang terkait dengirn pidana mati. 

2 
Suara Merdeka, Pcbruari 2005, Kejaksaan Terima Sa!ina11 Keppres Penolakan Grasi 

T.:rpida11a Mali Akan Segera Dieksdw:i. 
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A. Pcngertian dan Pencgasan Judul 

Judul adalah mcrupakan scgi yang fundamental dalam suatu pembahasan 

ilmiah, tanpa j udul tidak akan pernah tcrlintas ten tang uraian apa yang akan dikupas. 

Karena judul sangaL penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan 

E 
pcnelitian itu scndiri, dirnJw1 judul akan rnenyiratkan serta 

ptrnbahasan yang akan diketcngahkan. 

Adapunjudul pencl itian ini aclalah: 

" Suatu Tinjauan Tentang Te1~tundanya Eksekusi Pidana Matl Dikaitkan 

Dengan HAM " (Studi pada Pcngadilan Negeri Lubuk Pakam Medan) 

Agar tidak ter:jadi salah penafsiran atas judul y<mg diajukan maka berikut ini 

akan diberikan pcngertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu: 

o Tinjauan ai1inya dilihat dari atas, tempat yangjauh.3 

• Tentang artinya rncngcnai .4 

• Tertundanya artinya lewat dari waktu yang ditentukan karena sesuatu hal. 5 

• Eksekusi artinya pelaksanaan putusan pengadilan pelaksanaan putusan hakim 

atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati).6 

• Pidana sering <liaiiikan hukuman, yaitu penderitaan yang diberikan kepada 

orang yang melanggar hukum. 7 

QI Mati artinya sudah hilang nyawanya, yang tidak bernyawa, sudah tidak ada 

gerak dan kegiatan8
. 

, Hamzah Ahmad dkk, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, hal 215 
4 ibid, ha! 198 
5 Ibid Hal 625 
6 Sudarsono, SH . M.Si, l\a11111s l-111/,.um Edisi Baru, Hal. 115 
7 Op Cit, Hal 4. 
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Dikaitkan artinya di hubungkan. 9 

(l D . k k. JI) engan artmya ' ala pcrang ai. 

.. HAM adalah rnerupakan hak dasar dari manusrn yang merupakan hak 

· b · · II manusia se aga1 rnanusia. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis rnengajukan Skripsi ini dcngan judul ''Suatu Tinjauan Tentang 

Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM" (Studi'' kasus di 

Pcngadilan Negeri Lubuk Pak.am Medan). 

Tcrpilihnya judul ini oleh penulis scbagai bahan kajian adalah :Karena 

dcngan adanya ancaman hukuman mati baik di dalam KUHPidana harns 

dilaksanakan ja11gan sccarn dejure diakui adanya hukuman mati narnun secara defacto 

hukuman mati itu tak kunjung dilaksanakan. Masalah tersebut sangat penting untuk 

dipcrhatikan karena penundaan eksekusi tcntu saja sangat bertentangan dengan tujuan 

hukum pidana dan hak asasi manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam 

konvenan internasional tentang nak-hak sipil dan politik bahwa setiap orang yang 

dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai dengan kemanusiaan. Penulis 

bcharap bahwa dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan perhatian 

terhadap hukuman mati. Namun rnasalah pidana mati dan hak-hak terpidana 

8 Op Cit, Hal 269 
9 Op Cit, hal 96 
10 Ibid, ha! 88 
11 Gunawan Sunarja, Hak-Hok Manusia , Kan isius Jakarta, 1993, halaman 73 . 
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mcnunggu eksckusi terscbut dilaksanakan masih belum rnendapat perhatian yang 

mcnyeluruh oleh pihak-pihak yang tcrkait dcngan pidana rnati. 

C. Pcrmasalahan 

Dalam suatu pcnulisan skripsi pcrmasalahan merupakan hal yang penting 

untuk dipaparkan karena dari permasalahan tersebut tergambar hal-hal yang akan 

dibahas dalam skripsi tersebut. 

Dalam skripsi yang bcrjudul "Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya 

Eksckusi Pidana Mati Dikaitkan Dcngan HAM", yang menjadi rumusan masalah 

clalam topik pembahasan skripsi ini yakni : 

1. Apakah yang menjadi faktor pcnyebab tcrtundanya eksekusi pidana mati ? 

2. Bagaimanakah Panclangan HAlvI tentang Eksekusi pidana mati? 

D. Hipotcsa 

Hipotesa adalah suatu kebcnaran yang sifatnya masih sementara, dengan 

lain perkataan balnva hipotesa itu adalah rnerupakan anggapan sementara tentang 

suatu keadaan yang diteliti. 

Oleh karena Hipoiesa itu sifatnya scmcntara atas jawaban permasalahan yang telah 

dikemuk.akan, maka masib perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya. 

Adapun fungsi hipotesa adalah : 

1. memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian pemecahan masalah. 

2. membatasi data informasi y<Ulg relevan dan yang perlu saja. 

Dengan demikian maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah: 
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1. Upaya hukurn yang terlalu lama merupakahn factor terbesar yang 

menycbabkan tcrtundanya proses eksckusi pidana mati. 

2. Hukuman mati bertentangan dengan Hak Azasi Manusia yang menjarnin hak 

untuk hidup sesuai dcngan pcrubahan kcdua UUD 1945. 

E. Tujuan Pcmbahasan 

Acbpun yang rnenjadi tujuan pcnulisan skripsi ini adalah : 

l . S:liali salu pcr~;y :1r:1l:lll 111,·11L·:1pai gdar saijana l luku111 di Univcrsitas Medan 

Area. 

2. Sccara tcoritis akan rnembcrikan surnbangsih untuk Almamater 

3. Sccara praktis dapat rn enjacli pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan 

Masyarakat yang aklivitasnya di bidang hukum. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung oleh data-data, 

.. cmikian juga dengan pcnulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data

data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalarn penulisan skripsi ini setidak

tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. 

Dalam memperokh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan unruk 

pcnulisan Skripisi ini, Pcnulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu: 

1. Library Research (Studi Kcpustakaan) 

Library Research atau penelitian kcpustakaan adalah dengan melakukan 

pcnclitian terhadap berbagai surnber bacaan yakni : majalah-majalah karya 
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ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh 

penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi

konsepsi, teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenan dengan pidana 

mati . 

2. Field Research (Stucli Lapanga11) 

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk 

mengumpulkan data··data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan 

yang dalam ha! in i penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam Mtdan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa Bab dan Bab

bab tersebut dibagi lagi dalam Sub Bab dan seluruhnya Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) 

Bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian Bab dan Sub Bab adalah untuk 

mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam Skripsi ini. 

Bab I Pcndahuluan 

Yang diuraikan dalam Bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan 

Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan 

Pembahasan. Metodc Pcngumpulan Data serta Sistematika Penulisan. 
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Bab IH 

9 

Pcngertian IUmum Tentang Pemidanaan di Indonesia 

Yang di.bahas dalmn Bab kedua ini adalah tentang Arti dan Istilah 

Pemidanaan, Pengcrtian Hukum Pidana, Pengcrtian dan Jenis-Jenis 

Hukuman dan Tujuan Penjatuhan Pidana. 

Bcberapa Pandangan T erhadap Pidana Mati 

Yang dibahas dalam Bab ketiga adalah Pandangan Yuridis dan 

Kriminologi, Pro d;m Kontra Pidana Mati. 

Bab JV Hubungan Pidana Mati dcngan Hak Asasi Manusia 

BabV 

Dalam Bab ini penulis akan membahas menganai factor tertundanya 

Eksckusi Pidana Mati, Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, 

Pandangan HATvf Terhadap Pelaksaan Hukuman Mati. 

Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran 

dari pembahas<m terdahulu. 
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BAB 11 

PENGERTIAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN DI INDONESIA 

A. Arti dan istilah Pcmidanaan 

Pemidanaan berasal dari kata "pidana" yang senmg diarlikan dengan 

hukuman. Jadi, pemidanaan dapat pula diarlikan dengan penghukuman. Kalau orang 

mendengar kata "hukuman", biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang 

dit-:erikan kepcicl n orang y :rn g mclnnggnr hukum pidana. 12 

Pemidanaan atau pengenaan pida~a berhubungan erat dengan kehidupan 

scseonmg didalam masyar -ikal, terutama apabila rnenyangkut kepentingan benda 

hL:kum yang paling berharga bagi kehidupan dimasyarakat, yaitu nyawa dan 

kcmc rdekaan atau kcbcbasann ya. 

Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan seolah-olah 

mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat yang tidak 

baik atau tercela. 

Prof. sudarti, SH, mengemukakan: 
"Pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang 

yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang serupa 'cap' oleh masyarakat, 
\y1hwa ia pernah berbuat ')ahat". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut 'stigma' . 
.1 :1di orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah
s ' olah dipidana seumur hidup" . 13 

Oleh karena santt,at erta hubungannya antara pidana dengan kehidupan 

s~seorang didalam masyarakat, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dari 

1 ~ Ma11iman Prodjohamijoyo, Memahami dasar-dasar 'Hukum pidana Indonesia , Pradya 
f'a ramita, Jakarta 1997, Halaman 4. 

13 Sidarto lvfasalah-Masalah Hukum Nomor l 1I197 3, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum 
iJndip Semarang, hafaman 22-23. 
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sc>kian banyak cabang hukum. hukum pidanalah y<mg paling banyak hubungannya 

dcngan kchidupan orang schari-hari. 14 

B. Pcngertian Hukum Pidana 

Hukum pidana dalam arti Objektif disebut juga !us Poenale, yaitu sejumlah 

peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap 

pclanggarannya diancam dengan hukuman, !us Poenale dapat dibagi 15 
: 

1. Hukum Pidana Materil, yang bcrisikan peraturan-peraturan tentang : 

a. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. 

b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur 

pertanggungjawabab terhadap hukum pidm1a. 

c. Hukuman apa yang dapat dijatuhk;in terhadap orang yang melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut 

Hukum Panitcnsier. 

! Hukum Pidan Formil, yaitu scjumlah peraturan-peraturan yang mengandung 

cara-cara Negara mempcrgunak<m haknya untuk mclaksanakan hukuman. 

__ edangkan hukuman pidana dalam arti subjektif disebut lus Puniendi, yaitu sejumlah 

µernrunm yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 

- ·rbuatan yang dilarang, hak Negara unlnk menghukum bcrwujud 16 
: 

14 Sudarto, Hukllm Pidana Jilid IA. Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 
197 i. halarnan I. 

• 
15 Mm1iman Prodjohamidjoyo, Mcmahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, Pradya 

rmn ita , Jakarta 1997, Halanab 6-7 
16 Ibid, halaman 7 
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1. Hak untuk mengancam pcrbuaL:rn-verbuatan dengan hukuman yang dimiliki 

oleh Negara. 

2. Hak untuk menjatuhkan hukurnan, hak m1 diletakkan pada alat-alat 

kelengkapm1 Negara. 

3. Hak untuk melaksanakan hukuman, yang JUga diletakkan pada alat-alat 

Negara. 

Dari hal tersebut clapat di simpulkan bd1wa isi pokok dari defenisi hukum pidana itu 

. . . II 17 
d:) lll1pU ..:an : 

1. Hukum pidana sebagai lnikurn poisiif. 

') Substansi hukum pidana adalah hukurn yang mcnentukan tentang perbuatan 

pidana dan rncnentukan tcntang kesal ahan bagi pclakunya. 

3. Hukum acara pidana :iclalah hukum yang menentukan bagaimana menegakkan 

substansi hukum pidana. 

C. Pcngertian dan Jenis-Jenis Hukum Pidana. 

Dalam penjelasan KUHPiclana yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu 

p~rasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 

melanggar undang-undang pidana. 

Menurut Veurbach bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang agar 

_iangan berbuatjahat. t8 

Dulam Pasal I 0 KU HPidana. menychutkan jcnis-jenis Hukuman yaitu : 

17 Ibid 
18 Andi Hamzah, Sis/em Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, 

Prndya Paramitha. Jakarta 1985, hal.17 
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1. Hukurnan Pokok, adapaun lrnkuman-hukuman pokok lerscbut yaitu : 

1.1 Pidana Mati. 

13 

Kejahatan-kejahatan yang diaancan dengan hukuman mati dalam 

KUHPidana kita yakni : 

a. 1-fakar pemhnnulrn.n kepala Negara (Pasal 140 ayat 4) 

b. Mengajak Negara asing guna mindonesia (Pasal 11 ayat 2) 

c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 

124 ayat 3). 

d. Membunuh kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 4). 

c. Mernbmmh dcngan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan 

Pasal 340). 

f. Pcncurian dengan kckerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada 

waktu maiam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang 

menjadikan ada orang yang tcrluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4) 

g. . Pembajakan dilaut, dipcsisir, dipantai dan dikali, sehingga ada orang yang 

mati (Pasal 444). 

h . Dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan 

sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara 

(Pasal 124 ayat 3 ) 

1. Dalam waktu perang me111pu pada waktu menyampaikan keperluan 

angkatan penmg (Pasal 127 dan Pasal 129) 

j. Pcmerasan dengan pembcrntan (PasaJ 368 ayat 2) 

1. ::2 Pidana Penjara 
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14 

Pidana pen.Jara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana 

penjara dilak.ukan dcngan menulup terpidana dalam sebuah penjara, dengan 

mewajubkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang 

berlaku dalam penJara. 

Pidana penjara ini bervLlriasi, dari sementara minimal 1 hari sampai 

pidana penjara seurnur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum 

dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara 

maksimum ialah 15 tahun. 

1.3 Pidana Kurungan 

Pidana kurungan aclalah bentuk dari hukuman perampasan 

kcmerdekaan bagi siterhukum yaitu pemisahan siterhukum dari pergaulan 

hidup masyarakat ramai dalam waktu te1ientu dirnana sifatnya sama dengan 

hukuman penjara yaitu rnerupakan perampasan kemerdckaan sseorang. 

Dalam KU HPidana Pasal 18 ayat ( 1) dikatakan bahwa pidana 

kurungan itu minimal I hari clan maksimal I tahun, dan dalam ha! gabungan 

kejahatan, residive (pengulangan kejahatan), ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi l tahun 1 bulan 

sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHPidana. 

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah 

dimana oa bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana 

kurungan dapat scbagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut 

tidak dapat atau tidak mampu rnembayar denda yang harus dibayamya, dalam 

hal perkaranya tidak begitu berat. 
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I. .4 Pidana Denda 

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, 

berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidan denda 

merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain 

terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada 

larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama 

terpidana. 

Menurut Pasal 30 KUHPidana: 

a. Bm1yaknya dcnda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh ribu 

rupiah. 

b. Jika dijatuhkan hukuman ·denda, dan dcnda tidak dibayar, maka diganti 

dcngan hukuman kurungan. 

c. Lamanya kunu1gan pcngganti itu sekurang-kurangnya l hari dan 

selama-lamnya 6 bulan. 

d. Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau 

kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi 

denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah 

rupiah diganti tidak boleh lebih dari 1 hari, dan hagi sisanya yang tidak 

cukup setengah rnpiah , lamanya pun 1 hari. 

e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, 

dalrun hal mana dcnda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa 

kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau 

lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52. 
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f. l lukuman itu sL·Ldi-kali tidak bolch dari S bulan. 

Menurut Pasal 31 KUHPidillla, bagi terhukum dapat seketika 

menjalani kurungan sebagai penggilllti denda jika ia merasa bahwa tidak 

mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan 

sisanya tidak, maka kurungan sebagai penggilllti dikurangi secara seimbang. 

2. Pidana Tambahan 

Dalam KUHPidana tambaban tcrdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri 

-1uri : 

2.1 Pencabutan hak-hak tertentu 

Dalam Pusal 35 KUHPidana dilcntukan bahwa yang boleh dicabut dalam 

putusan Hakim dari hak sibcrsalah ialah : 

1. Hak untuk rncnjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. 

1 flak untuk rnc11jadi anggota Angkatan Bcrscnjata Rcpublik Indonesia baik 

udara, darat laut maupun kepolisian. 

3. Hak mernilih dan dipilih dalam pernilihan berdasarkan Undang-Undang 

dan peraturan umum. 

4. Bak untuk mcnjadi penaschat, pcnguasa dan menjadi wali, wali pengawas, 

curator atau (:Urator pcnga vvas atds onrng lain dari pad anaknya sendiri. 

5. Kekuasaan orang tua, pcrwalian dan pengampunan aytas anaknya sendiri 

6. Hak untuk mcngerjakan sesuatu 

Dalam Pasal 35 ayat (2) menyebutkan hakim tirlak berkuasa akan 

memecat seseorang pegawai dari jabatannya apabila dalam undang-undang 
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umum tclah dilunjt1k pcrnhcsar lain yang scmata-rnata untuk melakukan 

pemecatan (KUHPidrnrn Pasal J6, 92, 227). 

Dalam Pasal 36 KUHPidana, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap 

orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus a tau 

mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari 

jabatannya, melakukan tindak pidana. Misalnya seorang polisi melakukan 

pembunuhan dengan senjata api dinas dipegangnya. Maka dalam ha! ini polisi 

dapat dicabut haknya untuk memegang jabatan sebagai polisi. 

2.2 Perampasan barang-barang tertenlu 

Dalam hal pcrampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam 

Pasl 39 KUHPidana adalah : 

1. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari icejahatan pemalsuan 

uang, uan g suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan 

scbagainya yang discbut Corpora Delictie. 

Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya pistol, 

pisau dan sebagainya yang disebut Instument Delictie 

2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik siterhukum kecuali 

dalam Pasal 520 KUHP yakni clalam hal membuat uang palsu. Hukuman 

perampasan b ~uang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum 

pidana yang. bersangkutan, dalam hal ini kejahatan dengan unsure culpa 

atau pelanggaran. 

3. Bahwa ketcntuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif 

cboleh dirampas), telapi kadung-kadang juga bersifat imperative (harus 
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diranpas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 

dan 275 KU I-IP (tentang kejahatan pemalsuan). 

Pad a 41 K UHPidana menyebutkan bahwa : j ika di putuskan perampasan 

barang yang tidak disitu dan barang-barang ih1 tidak diserahkan, hukuman 

kurungan nya minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. 

2.3 Pengumuman Putusan Hakim 

Semua putusan Hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang 

yang terbuka unluk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman 

putusan hakim disini dimaksudkan agar putusan itu disiarkan istimewa secara 

jelas menurut apa yang ditentukan oleh hakim dan biayanya ditanggung oleh 

terhukum. Mis~lnya diumumkan melalui surat-surat kabar, radio, 

ditempelkan umum scbagai plakat dan sebagainya. 

D. Tujuan Penjatuhan Pidana 

Pemerintah dalarn menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan 

::.uatu paradoxaliteit yang olch Hazewinkel-Suringa diluki skan sebagai berikut : 

"Pemerintah Negara hams menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya 
pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang 
sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan 
hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang 
misalnya, yang bersangkutan, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada 
pihak saty, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia 
terhadap serangan siapapun j uga, sedangkan pada pihak lain pemerintah 
Negara mcnyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itU".19 

i 'J \Vantjik Saleh, K, lfr hakiman da11 Pcnp,udilan, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, him 88 
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Paradoxafiteit tersebut membawa kepacla pertanyaan apakah tujuan pidana itu ? dari 

sckian banyak jawaban tidak ada salupun jawaban yang dapat memuaskan semua 

pihak. Ada yang membcri jawaban '"untuk rnernperbaiki si penjahat". Kalau memang 

hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada te 

111 idana mati dm1 pidana scumur hidup. 

Dalam teori pemidanaan dibagi tiga gol ongan yaitu : 

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Sadana yang menganut teori ini acllah Immanuel Kant, dan Leo Polak. Teori 

1111 rnengatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang 

m·-'nunlul pidana dan yang rnembenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa 

konsckuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. 

\ fc nurut rasio praktis, rnaka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh 

karena mcnjatuhkan pidana itu sesuai-u yang rncnurut rasio praktis, dengan sendirinya 

m nyusul suatu kejahatan yang terlcbih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana 

: Tscbut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis .. 

Menurut Lee Polak, pemida.naan itu harus memenuhi tiga syarat ialah : 

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan etika, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan dan 

tata hukum objektif; 

b. Pidana hanya bolch memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh 

memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak 

boleh dijatuhkan clengan sesuatu maksud prevensi. Umpamanya pidana 

dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi 
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suatu penderilaan yang berainya lebih daripada maksimum yang menurut 

ukuran-ukuran objektif bcrarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan 

penjahat; 

c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya 

tidak: boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak 

dipidana secara tidak adil. 

2. Teori Rclatif 

Menurut tcori m1 , dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib 

masayarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan 

(prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari 

pemidanaan adalah prcvensi umum dan prevensi khusus. 

Dahm1 teori prr:vensi seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika 

seseorang terlebih daJrnlu mengetahui bahwa ia akan mendapat pidana apabila ia 

melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu dia akan berhati-hati. Akan tetapi, 

penakutan tersebut bukan suatu jalan mutJak (absolute) untuk menahan orang 

melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk 

menahan mereka yang sudah biasa tinggal dalarn penjara, mereka yang belum 

clewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya. 

Yang menjadi korban kejahatan terhadap teori prevens1 umum seperti 

yang dikemukakan o l -~h Van Feurbach adalah apakah sesuatu ancaman pidana itu 

sesuai atau tidak dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu 

~:d a l ah sesualu y<mg abstrak. Ancarnan pid~uu bukan sesuatu yang konkrit, yang 

rnenjadi sesuatu yang konkrit adalah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas 
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suatu pelanggaran, rni salnya dalam undang-undang pidana ditentukan suatu 

pidana mati , scdangkan perbuatan yang sungguh-sungguh (in concerto) dilakukan 

hanyalah suatu ke_j ahatan ringan saja. Oleh karena suatu ancaman pidana hanyalah 

scsuatu yang abstrak, rnaka dcngan sendirinya sangat sukarlah untuk terlebih 

dahulu rnenentukan batas beratnya pidana yang diancamkan itu . 

Menurt teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan adalah rnenahan 
nia l buruk pemhuat, pemidanam1 bcrlujwm mcnahan pelanggar rnengulangi 
perbuatannya at.au menahan calon pclanggar melakukan perbuatan jahat yang 
telah direncanakam1ya. 

Pembela teori ini adalah seorang saijana Belanda yaitu Van Hrunel 
rncmbuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu 
scbagai berikut : 
a. pemidanaan harus rnemual suatu anasir menakutkan supaya sipelaku tidak 

melakukan niat yang buruk ; 
b. pemidanaan harus mernuat suatu anasir yang mcmpcrbaiki bagi terpidana, 

yang nanti mcmerlukan suatu reclassering ; 
c. pemidanaan harus rnemuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang 

sama sekali tidak diperbaiki lagi ; 
d. tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib 

I k 20 . 1 u . . urn . 

J·v1enuru t pandangan modem prevensi khusus sebagai tujuan dari hukurn 

pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai, sebab tujuan 

pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, 

yang herarti clengan pidana itu ia harus dibina scdemikian rnpa sehingga setelah 

:;ek sai menjalani pidann_ a ia mcnj :1di orang y~mg lehih baik daripada sebelurn ia 

mendapat pidana. 

20 Andi J-lamza h, f'idana M ali Dimasa Lulu, Kini dan Dimasa Depan. Ghalia Indonesia, 
ana 1985. 
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3. Teori Menggabungkan 

Dengan adanya keberatan-kcberatan terhadap teori-teori pembalasan dan 

teori tujuan, maka timbnllah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan 

pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan 

mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi 

dengan menitikberatkan pada salah satu nsurnya tanpa rnenghilangkan unsure 

yang ada. 

Tcori mcnggabungkan ini dibagi dal:.un tiga golongan, ialah: 

a. tcori menggabungkan yang mcnitikberatkan pembalasan, tetapi membalas 

itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk 

dapat mempertahankan tata tertib masyarakat ; 

b. tcori mcnggabungkan yang menitkbcratkan pada pertahanan tata tertib 

masyarakat, tetapi ticlak bolch bcrat daripada suatu penderitaan yang 

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana; 

c. teori menggabungkan yang menganggap kedua asas herus dititikberatkan 

sama. 
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BAB III 

BEBEnAPA PANDANGAN TERHADAP PIDANA MATI 

A. }>;mdangan yuridis dan Kriminologi 

A.l Pandangan Yuridis Terhadap Pidana Mati 

P ~~ ndangan Yuridi s terhadap pidana mali di sini adalah suatu pandangan yang melihat 

piclana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolute dari aspek pembalasannya 

Lrn tcosi relative dari :-ispck rncnakutkannya yang diharnpkan dapat mengurangi 

ti11gkat kcjahatan serta bertujuan untuk rnelindungi masyarakat. Dengan kata lain 

suatu. pandangan yang meilhat pidana khususnya pidana mati dari aspek conceptual 

obstroclion belaka. 

Dalam menjajaki tujuan pidana di Indonesia, haruslah disadari bahwa 
Pancasila merupakan sumbcr dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum 
pidana. Oleh Karena itu, makna Pancasila harus menjiwai tujuan pidana. Tujuan 
jJ iclana bukan saja hams bemafaskan aspirasi bangsa, melainkan juga harus berakar 
ciJ !am batang tubuh har1gsa Indonesia, mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila. 
: · alau derni kian halnya, maka bukanlah teori pembalasan atau absolute yang ahrus 
'ianut, bukan pula teori relative atau tujuan dan bukan pula teori gabungan melainkan 

hanya suatu prasarana clan atau sarana dalam rangka menghayati Pancasila yang 
. . b b k '.> ) mempunyai tu.1uan mem e as an.-

Penjatuhan pidana tidaklah ditujukan untuk menakuti sipelaku dan 

mcmbuatnya menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagian 

kunci jalan keluar yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. 

Masalah pidana clan pemidanaan pada saat ini saat ini mengalami perubahan 

bukan lagi penekanannya kepada pemb<ilasan tetapi disebut dengan penggunaan 

sistcm dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti ada dua yaitu sanksi pidana dan 

2 1 J.E. Sahetapy, Suatu S1udi Khusus f.4r:ngenai A11ca111an l'idana Mati Terhadap 
P~111b11n11han /Jerencana, Rajawa li, Jakarta, 198'.?, halaman 148. 
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~ anksi tindakan yang diatur secarn sekaligus, hal ini diperkuat dengan pendapat 

\1uladi bahwa : "hukurn pidana modem bercirikan orientasi pada perbuatan dan 

pelaku, dimana stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (straf punishment) 

yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (maatrege/, treatment) yang 

secara relative lebih berm uatan pcndidikan". 22 

Mengenai pandangan yuridis tentang pidana mati dapat dilihat dari dua aspek 

:-'aitu, yakni : 

a. Aspek Pembalasan. 

Jika ditelusuri kcmbali sejarah aspek pembalasan maka menurut Dr.Sijipto 

Rahardjo, SH, bahwa keccndrungan untuk membalas pada prinsipnya adalah 

suatu gejala social yang n01mal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan-

ungkapan perbendaharaan budaya kita seperli "hutang nyawa dibayar dengan 

'l 3 
nyawa". ~ 

Hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Kant24
, beliau berpcndapat 

bahwa barangsiapa yang rnelakukan kejahatan hams dipidana. Dipidananya itu 

berdasarkan asas pembalasan karena diisyaratkan oleh perintah yang tidak 

bersyarat dari aka! yang praktis. Maka dengan demikian maka tuntutan 

pembalasan rncnjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-

tujuan lain yang dapat dibenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini 

tidaklah pcnting tujuan apa yang bendak dicapai melalui pembalasan yang adil. 

n Sholehuddin , Sis/em Sonks i Dal am Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 
h iamnn 2003. 

2
' Sujipto Rahardjo, Aneka f>ers oalan l!ukum Jan MmyarakaJ, Alumni, Bandung, 1977, 

halaman 28 
24 Ibid, halamn 154. 
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Bahkan dcmikian ekstrimnya pcndirian K:mt itu, sehingga ucapan beliau dapat 

diterjemahkan sebagai; ~mdaikata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhir 

harus tetap dipidana rn ati pada bari ini. 

b. Aspek Menakutkan. 

Dilihat dari sebenarnya bahwa aspek yang menakutkan ini yang 

mcrupakan asal dari pembcrian pidana pada pelaku kejahatan bukan teori 

pcmbalasan karena pidana yang diberikan pada pelaku kejahatan menjadi jera dan 

tidak mau lagi melakukan kejahatan. Sedangkan dari asµek menakutkan dari 

pidana mati diharapkm1 untuk mcnakut-nakuti calon penjahat untuk tidak berbuat 

kej ahatan lagi. 

Pada hakikatnya didalam pelaksanaan pidana mati ini buk:an dari aspek 

pembalasannya yang nampak melainkan dari aspek menakutkan dari pidana mati 

itu. Dalarn ha! kaitanny::.1 z.kngan aspek menakutkannya ini Samuel Van 

Purtendarf berpendapat bahwa "ancan1an pidana dimaksudkan untuk: 

mcnakutkan dan karenanya menalum orang untuk berbuat d0sa dengan demikian 

mereka patuh pada hukwn".25
. 

A.2 Pandangan Dari Konsep Kriminologi Terhadap Pidana Mati 

Dari segi pendapat kriminologi dari pelaksanaan huk:uman mati dalam 

upaya mengurangi kejahatan ini adalah melihat bahwa pidana mati buk:an sebagai 

conceptual abstraction. melainkan pidana mati itu dipandang sebagai suatu 

kenyataan apakaJ1 dengan adar.ya ancaman pidana mati dalam hukum positif di 

25 Djoko Prakoso, op.cit. halaman. 64. 
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Indonesia ada mernberikan manfaatnya schingga tingkat kejahatan menjadi 

bcrkurang. 

Mengcnai pendapat dari segi kriminologi terhadap hukuman mati terlebih 

dahulu penulis akan rnemberikan pengertian kriminologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan bagaimana cara pencegahannya. 

Dari segi kriminologi ini dapat diutarakan yang terpenting bahwa dicari 

sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan dicari jalan keluamya wituk 

mengatasi hal tersebut, karena apa dibuat ancaman pidana mati tetapi tidak pemah 

dilaksmmkan. Sebagaimana pcrnah terjadi di Indonesia, dibuat ancaman pidana 

mati terhadap penulis eek kosong yang tercantum dalam undang-undang Nomor 

17 Tahun 1994 yang mana menurut undang-undang ini akan menindak lanjuti 

tanpa pandang bulu bagi para pelanggamya, namwi kenyataannya yang terjadi 

temyata perbuatan pidana yang bertalian dengan eek kosong tidak pemah ditwitut 

hukurnan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini pemerintah 

terpaksa meninjau kembali undang-undang ini kernudian dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 

Menurut Penulis, mengingat Negara kita dalam taraf berkembang masih 

diperlukan hukuman mati, pcnulis percaya bahwa timbulnya kejahatan itu 

dipcngaruhi oleh beberapa factor antara lain : factor .lingkungan, ekonomi, 

pengangguran, dsb. Apabila factor-faktor tersebut dikurangi maka sedikit 

banyaknya dapat mengurangi tindak kejahatan, dan apabila Negara kita sudah 

dalam keadaan maju masyarakatnya tela.h siap maka sebaliknya hukuman mati 
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dapal dihapuskan. !-Jukurnan mati cbpat mernbuat orang jcra untuk melakukan 

ke_jahatan. 

Hal tersebut karena dengan divonis hukuman bagi sipelaku kejahatan 

secara langsung ia telah menderita, jiwanya akan terguncang, hal ini dapat 

dibuktikan dengan kasus terpidana mati Toegiman yang ditemukan tewas bunuh 

diri dalam selnya sendiri di Lcmbaga Pe1masyaratan Kedungpane Semarang. Hal 

ini membuktikan bahwa penantian pelaksanaan eksekusi mati tidak ada kepastian 

ak<rn mcnimbulkan pcnderitaan bagi lerpidana mati itu sendiri, terpidana mati 

yang tidak kuat jiv,'anya akan mcmilih jalan pintas. 

Dari uraian diatas tc11tang konscp pidana mati dari segi kriminologi dapat 

dikatakan bennanfaat apabita hukuman mati itu hams dilaksm1akan. Karena 

~:c l a.ma ini menurut pa11da11grn1 kriminologi bahwa hukmrnm mati tidak mampu 

mcngurangi tingkat kcj ahatan. Hal ini tidak lain karena hukuman mati itu tidak 

c! il aksanakan sebagaimana mcstinya, di samping ada upaya hukum yang dapat 

dimintakan oleh siterpidana tidak ada persoalan tenggang waktu, sehingga hal ini 

membuat terpidana menunggu tanpa kepastian. 

J>. Pro dan Kontra Pi<lana Mati 

Pidana mati sebagai salah satu Jenis pidana paling controversial selalu 

mendapat sorotan dari herbagai kalangan diseluruh dunia. Bermacam-macam 

pandapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. 

Perbincangan mengenai pidana mati sendiri menghasilkan banyak sekali 

pcndapat baik dari kalangan hukum pemuka agama, dan sebagainya ada yang setuju 
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dibcrlakukannya hukuman 111ati dan ada juga yang tidak setujudan mcminta agar 

dihapuskan dari hukurn Indonesia. Alasannya berbeda-beda ada yang 

mengkaitkannya dengan asal usu! dari hukum kita yang berasal dari peninggalan 

colonial Bclanda yang disahkan pada l Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi 

tcrhadap seluruh hukum pidana bagi golongan bangsa tertentu yang kemudian W.v.S 

(We tboek van Stmji-echt) bcrlaku bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda . 

. ' ementara pada saat penerapan ancaman hukuman rnati dikuatkan didalam 

' ~UHPidana, beberapa tahun scbelumnya (sejak tahun 1870) pemerintah Belanda 

'. e lah mencabut ancaman hukum::m rnati pada sistem hukumnya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman mati itu dil:erlakukan ternyata 

kejahatan di Indonesia bukarmya berkurar1g tapi semakin meningkat, walau secara 

;.:c>nkrit ha! ini sulit dibuktikan. N amun pendapat yang saat ini berkembang adalah 

bahwa dengan diberlakukannya hukuman mati berarti melanggar hak asasi marmsia 

yang paling hakiki yakni hak untuk hidup. Hukuman mati bagi sebagian orang terasa 

nyeri sekaligus sesuatu yang dibenci, lalu dipertanyaka.1 "Kenapa mesti orang yang 

·dibunuh' atas nama demi hukum?". Sementara itu korban kej_ahatan dan keluarganya 

fkorban pembunuhan, penyalahgunaan narkotika), justru gemas mengharapkan 

pdaksanaan hukuman mati bagi terpidana, setidaknya hukurnan yang seberat

berntnya. Perbedaan pcndarat ini disebabkm1 karena perbebdaan persepsi dalam 

melihat dan menyingkapi pelaksanaan hukuman mati memiliki sudut pandang yar.g 

(' ~'rbeda-beda. 
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Hal ini semakin hangat keluarnya Keputusan Presiden Megawati yang 

menolak grasi para terpidana mati, memunculkan kontroversi mengenai pelaksanaan 

pidana mati itu. 

Polemic yang bcrkcpanjangan mengenai hukuman mati ini menimbulkan dua 

d . 26 pen apat umum ya1tu : 

1 . Hukurnan mati masih relevan untuk dilaksanakan 

2. Hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang menjamin hak 

untuk hidup sesuai dengan perubahan kedua dari UUD 1945. 

Setahun yang lalu, perdebatan konstitusionalitas hukuman mati mengemuka 

pada saat dilakukan pengujian ketenluan lrnkuman n;iati dalam UU Narkotika oleh 

MK. Hukuman mati terkait dengan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang 

mcndasar. Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah 

salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Salah 

satu isu konstitusi yang krusial adalah apakah non-derogable rights dalam Pasal 28 

Ayat ( I) tunduk pada pembatasan dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945. 

Perdebatan tersebut diakhiri dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa 

hukuman mati tidak be1tentangan dcngan UUD 1945. Namun MK dalam Putusan 

Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut juga menyatakan bahwa di masa yang akan datang 

perurnusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan 

empat hal penting. 

1. Pidana rnati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana 

yang bersifat khusus dan altcrnatif. 

2~ X \ Jjono Dirdjosisworo. Peng;tdilan HAM Indonesia, Citra Aditya, Bandung 2002 
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2. Piclana mati clapat clijatuhkan clengan masa percobaan selama sepuluh tahun 

yang apabila tcrpidana berkelakuan tcrpuji dapat diubah dengan pidana 

penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. 

3. Pidana mati tidak dapat clijatuhkan terhaclap anak-anak yang belum clewasa. 

4. Eksekusi piclana mati terhaclap perempuan hamil dan seseorang yang sakit 

jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan clan 

terpidana yang sakit jiwa tcrsebut ~embuh. Selain itu MK juga menyarankan 

agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

segera clilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Kebijakan pemberlakuan hukuman mati ini merupakan pengembangan clari 

teori absolute (pembalasan clan menakutkan) yang menclekatkan kepacla efek jera. 

_ amun sejalan dengan dinamisasi hukum pidana dan pemidanaan lebih ditujukan 

l:c. pada tcori rehabilitation (rehabilitasi/pcrbaikan terpidana. Jika hal ini dapat 

dilaksanakan maka apabila terpidana telah selesai mcnjalani hukumannya maka ia 

(h pat kembali bersosialisasi dengan baik dengan masyarakatnya .. 

Jika hukuman mati telah dilaksanakan dan temyata dikemudian hari 

ciiternukan bukti-bukti dan fakta lain menyatakan terpidana bukan pelaku kejahatan 

:a sebut, maka tertutup sudah upaya revisi baginya. Karena itulah beberapa aktivis 

\ .:manusiaan melontarkan ketidak setujuannya terhadap hukun:ian mati, meskipun hal 

:tu terkadang berbentur.an dengan aktivis HAM pada kasus-kasus narkotika. 
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llAB V 

PENUTlJP 

/L Kesimpu!an 

Faktor-faktor pen_ ehah tertundanya cksekusi mati dikarenakan serangkaian 

proses upaya hukum setelah pulusan oleh Pengadilan Negeri yang memakan banyak 

waktu mulai dari upaya hukurn biasa y8ilu Banding dan Kasasi serta upaya hukum 

luar biasa yaitu Kasasi Derni Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Proses 

hukum ini berlangsung cukup lama dikarenakan pacla tahap Kasasi Demi 

Kcpenting·rn HHkum cbn Pcni11_iaua11 Kembali tidak adn batas waktunya. Disamping 

itu UU Cirnsi yang baru yailu UU No. 22 Tahun 2002 memungkinka.n diajukannya 

Grnsi sebanyak du~1 L1li. Pcng~ijudn Clr~tsi dua bli rnemang tidak secara tersirat 

dicanturnkan cb lam Undang·-Undang Urnsi No. 22 Tahun 2002 namun dari isi pasal

pasal ter:sebut lapal di in1,.:rprc:s L:.i sikw1/dilaC·irknn lain dimana pengajuan Grasi 

mernungkinkan 8.danya indikasi bagi Kuasa 1-lukum Terdakwa sengaja untuk 

mcngulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi . 

.Dalam Kasus Ahmad Suraji alias Nasib alias Datuk, kuasa hukumnya 

menggunakan upaya-Lipaya hukmn biasa dan luar biasa. Namun upaya hukum tidak 

merubah putusan hukuman rrwti bagi terdakwa. Vonis mati sudah tepat dijatuhkan 

kepada Terdakwa karcna telah scsuai dan setimpal dengan kejahatan yang 

dilakukannya, namun clalam pelaksanaaimya tidak boleh terlalu lama karena 

b~~rdampak tekanan mental hagi si terpidana. 
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Pidana mali jdas bcrkn1angan dengan HAM. Tapi walaupW1 demikian 

pidana tctap harus dilaksanakan untuk pidana-pidana berat. Hal tersebut dilakukan 

untuk melindungi hak asasi korban. Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa 

pidana rnati ti.dak bertcnLangan dcngan UUD l 945. UUD 1945 membatasi kebebasan 

dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kcwajiban asasi dan kewajiban hukum. 

Kcwajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bcmegara. Sedangkan Kewajiban hukum 

dimana setiap orang wajib tunduk kepada pcmbatasan yang ditetapkan dengan 

umlang-undan g 

Dapatlah dipahami bahwa HAM dalam konsep Indonesia memiliki karakter 

yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam konsep Indonesia 

mcnelc:rnkan kescimbangan antara hak clan ke\vajiban. Hal ini sesuai dengan 

pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bcrsifat komunal, namun tetap 

menghormati hak-hak individu. Sedangkan HAM dalam konsep Barat lebih 

rnengutamakan hak, sedangkan kcwajiban bersifat sekW1der. Hal ini tentu tidak 

terlepas dari pcngaruh faham individualisme clan liberalisme Barat. 

Bcrdasarkan uraian tersebut di atas, dapat difaharni bahwa sckalipun HAM bersifat 

universal, namun di dalam penerapannya bersifat relatif. Oleh karena itu, di dalam 

pcmbentukan berbagai konvensi HAM intemasional, hukuman mati masih diakui 

oleh dunia intemasional walaupun sebagian negara telah menghapuskan hukuman 

mati. Dengan dcrnikian keliru kiranya rnenganggap bahwa hukuman mati 

be1tentangan dengan HAM. Dan lcbih keliru lagi ketika menganggap penerapan 

hukuman rnati mempakan hukum konservatif yang bersifat represif. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suharyeti - Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan....



86 

B. Saran 

1. Dalam penerapan pidana mati hendaknya benar-benar mempertimbangkan 

banyak hal dan alasan yang kuat diberikan kepada pelaku kejahatan yang 

bcnar-benar rnengancarn Negara, karena hukuman mati tidak dapat 

dirchabilitasi dan nyawa yang telah melayang tidak dapat dikembalikan lagi, 

maka Hakim harus benar-benar j eli dalam menjatuhkan putusan. 

2. Pcnghapusan pidana ati dari dalam sistem hukum Indonesia bukanlah 

merupakan solusi yang sernpurna untuk menjamin J.fak Asasi Manusia di 

Indonesia sccara konsekwen dcm benar. Namun harus diperhatikan bahwa 

pidana rnati terse but dapat cliselaraskan juga dalam pelaksanaannya. Sehingga 

dapat membela dan melindungi Hak Asasi Manusia juga sehingga dalam 

kaitannya dengan HAM pidana mati masih relevan dan layak untuk 

d[pertahankan dalarn sistcm hukurn Indonesia. 

Sebcnarnya faktor penyebab tcrtundanya eksekusi mati 1111 dapat 

diminimalkan dan diatasi jika saja Birokrasi hukum misalnya Mahkamah 

Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) menargetkan batas 

waktu proses upaya hukuman sehingga Terdakwa tidak terns menunggu kapan 

dirinya akan dieksekusi dan menghindarkan upaya Kuasa Hukum Terdakwa 

untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi. 
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